BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-
asas atau kaidah kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat
yang melindungi kepentingan konsumen®. Adapun hukum konsumen diartikan
sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan
dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Hal ini juga
tercantum didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang menyebutkan bahwa “ Perlindungan Konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen”. Oleh Kkarena itu berbicara mengenai Perlindungan
Konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian
mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen?®. Sebagaimana yang diketahui
bahwa dengan adanya perkembangan-perkembangan perekonomian yang
terjadi secara pesat dalam perekonomian modern ini telah menghasilkan
berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi
oleh masyarakat. Perekonomian  harus tetap menjamin peningkatan

kesejahteraan dan keselamatan perlindungan makanan kemasan industri
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rumah tangga dalam masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan
keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan
kemasan industri rumah tangga yang belum terdaftar tanpa mencantumkan
tanggal kadaluwarsa, komposisi bahan-bahan, isi kemasan (netto), zat-zat
berbahaya, rusak dalam kemasannya dan kehalalannya tidak terjamin yang
makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, Sehingga hal
tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen. Manfaat dari adanya
perkembangan  perekonomian inilah pada pihak-pihak tertentu dapat
memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan
barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan
semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas
barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari
konsumen. Karena konsumen tidak hanya sekedar pembeli. Akan tetapi,
semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang
dan/atau jasa.

Konsumen juga disebut sebagai pemakai, kata pemakai ini
menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir (Ultimate
Consumer). Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan
ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang
dipakai tidak secara langsung merupakan hasil dari transaksi jual beli. Artinya,
yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan

cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata



lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus
kontraktual (The Privity Of Contract). Akan tetapi, kedudukan konsumen
yang sangat awam terhadap barang-barang yang dikonsumsinya dan adanya
kesulitan untuk meneliti sebelumnya mengenai keamanan dan keselamatan di
dalam mengkonsumsi barang tersebut. Kondisi dan fenomena tersebut dapat
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak
seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah®. Untuk
meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan
kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha
yang bertanggung jawab. Maka kewajiban untuk menjamin keamanan suatu
produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada
produsen dan pelaku usaha, karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang
mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan
suatu produk tertentu dan keselamatan didalam mengkonsumsi produk
tersebut. Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat
kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.* Seperti yang
diketahui bahwa peredaran makanan kemasan industri rumah tangga ini tidak
hanya terjadi di toko samping rumah, pasar-pasar tradisional akan tetapi juga
banyak terjadi di pasar-pasar swalayan besar.

Yang diharapkan, konsumen lebih teliti dalam menentukan pilihan atas

barang atau jasa yang akan dikonsumsi karena berpengaruh pada kesehatan
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tubuh manusia. Produsen (pelaku usaha) berkewajiban menaati peraturan yang
berlaku sebagai langkah untuk menjamin kualitas dari produk yang dihasilkan
terutama pada makanan kemasan industri rumah tangga dengan cara
mendaftarkan produk dengan benar dan mencantumkan tanggal produk
kadaluarsa tersebut ke instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah®.

Banyak makanan kemasan yang ada di Kelurahan Jepun tanpa
mencatumkan tanggal kadaluarsa, komposisi bahan, kandungan zat yang ada
didalam bahan tersebut. Hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan. Kondisi
konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk
melindungi, sehingga hak-hak konsumen di masyarakat Kelurahan Jepun
dapat dilindungi. Namun sebaliknya perlu diperhatikan bahwa dalam
memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh mematikan pelaku
usaha produsen. Karena keberadaan produsen merupakan suatu esensial dalam
perekonomian negara. Oleh karena itu ketentuan yang memberikan
perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan memberikan
perlindungan kepada produsen. Sehingga perlindungan konsumen tidak justru
membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih
kuat, dan sebaliknya produsen yang lemah menjadi kuat. Didalam
Perlindungan Hukum terhadap konsumen perlu adanya Peninjauan Kembali
oleh Pemerintah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri
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Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan

Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung) .

B. Fokus Penelitian
1. Bagaimana Hak konsumen dan Produsen dari Perlindungan Konsumen di
Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana hubungan hukum antara Produsen dan Konsumen pada
makanan kemasan industri rumah tangga di Kelurahan Jepun Kecamatan
Tulungagung Kabupaten Tulungagung setelah dikaji dengan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Hak konsumen dan Produsen dari Perlindungan
Konsumen di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten
Tulungagung.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara produsen dan konsumen pada
makanan kemasan industri rumah tangga di Kelurahan Jepun Kecamatan
Tulungagung Kabupaten Tulungagung setelah dikaji dengan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut :



1. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu serta tambahan wawasan
pengetahuan, bahwa saat ini banyak sekali terjadi penyelewengan yang
dilakukan oleh pengusaha terhadap pertanggungjawaban sosial di
lingkungan sosial di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten
Tulungagung tentang perlindungan konsumen pada makanan kemasan
industri rumah tangga, maka dari itu peneliti ingin mengetahui dan
mengkaji.
2. Bagi konsumen
Untuk melindungi hak-hak konsumen yang berada di Kelurahan Jepun
Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung tingkat haknya paling
rendah, tingkat pengetahuannya lemah serta lemah dalam kekuasaannya.
3. Bagi pelaku usaha
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan
berharga bagi pelaku usaha dan juga konsumen yang menggunakan
konsumen tersebut dan juga khususnya industri rumah tangga yang
berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat sekitar.
4. Bagi keilmuan Ekonomi Islam
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar pelaku usaha dapat
melindungi hak-hak konsumen dalam pengembangan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab sosial bagi pelaku usaha yang
nakal. Dan selain itu diharapkan agar berdampak positif bagi industri

rumah tangga pada makanan kemasan yang berdiri ditengah masyarakat di



Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung agar
masyarakat lebih mengerti dan memahami tentang Perlindungan Konsumen
Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum
Islam.
E. Penegasan Istilah
Agar terdapat persamaan persepsi terhadap maksud judul skripsi ini
yaitu Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah
Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jepun
Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung), maka perlu kiranya
peneliti memberikan penegasan istilah, sebagai berikut
1. Konseptual
a. Konsumen
Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Az.
Nasution menegaskan batasan tentang konsumen, yakni : Konsumen
adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang
digunakan untuk tujuan tertentu. Konsumen terbagi menjadi dua yaitu
Konsumen Antara dan Konsumen Akhir. Konsumen Antara adalah
setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan
dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk
diperdagangkan (tujuan komersil), bagi konsumen antara, barang atau

jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan



penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya
(produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di
pasar industri atau pasar produsen. Sedangkan Konsumen Akhir adalah
setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa
untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/
atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non
komersial).®
b. Hukum Konsumen
Diartikan sebagai keseluruhan asas atau kaidah-kaidah hukum
yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama
lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam
pergaulan hidup. Masalah konsumen tersebut tersebar dalam berbagai
bidang Hukum, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana,
Hukum Admistrasi Negara, Hukum Internasional dan hukum baik
tertulis maupun tidak tertulis.” Posisi konsumen yang lemah harus
dilindungi oleh hukum. Tujuan dari hukum adalah memberikan
perlindungan kepada masyarakat.
¢. Hukum Perlindungan Konsumen
Bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau

kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang
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melindungi kepentingan konsumen.® Hukum Perlindungan Konsumen
merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum
Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen
yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga
mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Aspek
hukum yang terdapat dalam perlindungan konsumen yang meliputi
kepentingan konsumen. Salah satu dari hukum perlindungan konsumen
ini adalah aspek perlindungannya. Misalnya bagaimana cara
mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.
Yang dimkasud dengan pihak lain yang bisa dimaksud dengan
produsen maupun konsumen perantara orang lain.
d. Makanan kemasan
Merupakan perlindungan dari suatu barang hasil produksi
industri. Dalam dunia industri kemasan merupakan pemenuhan suatu
kebutuhan akibat adanya hubungan antara penghasil barang dengan
masyarakat. Dalam skripsi yang maksud dengan makanan kemasan
industri rumah tangga adalah makanan yang dibuat oleh industri
rumahan, dan bukan dari makanan tradisional melainkan makanan
yang dibungkus dengan plastik dan diproduksi sendiri.’
2. Operasional
Secara operasional yang dimaksud dari judul “Perlindungan

Konsumen pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga dalam
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Perspektif Hukum Islam” adalah yang meliputi dari hak konsumen, hak
produsen, dan hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang studi
kasusnya berada di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten
Tulungagung.
F. Sistematika Penulisan Skripsi
Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika penulisan skripsi
merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah
mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut.

Sistematika terarahnya penulisan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu
digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab
terdiri dalam beberapa sub bab yang perinciannya sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi

Bab 1l Kajian pustaka yang mengkaji pengertian dasar perlindungan
konsumen, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen, konsep islam
tentang makanan hahal, penelitian terdahulu

Bab 11l Metode penelitian terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi
penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian,

Bab IV Paparan hasil penelitian terdiri dari paparan data, temuan
penelitian, pembahasan

Bab VV Penutup meliputi kesimpulan dan saran



11

bagian akhir meliputi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan

keaslian dan daftar riwayat hidup.



